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KATA PENGANTAR EDITOR

Buku ini menyajikan analisis mendalam tentang penafsiran 
ayat-ayat talak dalam Al-Qur’an dengan menggunakan pendekatan 
double movement Fazlur Rahman. Buku ini bertujuan untuk 
merekonstruksi dan mengontekstualisasikan perkembangan penafsiran 
ayat-ayat talak dalam konteks keindonesiaan.

Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi 
kepustakaan, buku ini menganalisis penafsiran para ulama tentang 
ayat-ayat talak dan menunjukkan kesinambungan makna normatif 
yang mengikat, tetapi tetap terbuka terhadap perkembangan zaman. 
Penulis menemukan bahwa ulama klasik dan pertengahan lebih 
menekankan aspek formal, sedangkan ulama kontemporer cenderung 
melihat talak sebagai lembaga sosial yang harus melindungi 
kemaslahatan dan martabat perempuan.

Buku ini juga menyajikan kontekstualisasi QS al-Ṭalāq [65]: 
1 dan QS al-Baqarah [2]: 228–229 melalui double movement Fazlur 
Rahman, menunjukkan bahwa ketentuan talak dalam Al-Qur’an 
bukan sekadar aturan teknis, melainkan koreksi atas tradisi patriarki 
dan pedoman etis bagi sistem hukum modern.

Dengan demikian, buku ini diharapkan dapat memberikan 
kontribusi pada pemahaman tentang ayat-ayat talak dan relevansinya 
dalam konteks keindonesiaan. Penulis juga berharap bahwa 
buku ini dapat menjadi acuan bagi para pengambil kebijakan dan 
stakeholders dalam mengembangkan sistem hukum yang lebih adil 
dan berkeadilan.

Akhirnya, kami berharap bahwa buku ini dapat menjadi 
sumber inspirasi dan pengetahuan bagi pembaca yang tertarik 
dengan kajian tafsir dan konteks sosial talak. Kami juga berharap 
bahwa buku ini dapat menjadi kontribusi pada pengembangan ilmu 
pengetahuan dan pemahaman tentang Islam yang lebih baik.
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KATA PENGANTAR

حِيْمِ حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ
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ini. Selawat dan salam penulis curahkan kepada Nabi Muhammad 
saw., sang pembawa risalah ilmu dan peradaban, yang ajarannya 
menjadi fondasi bagi tumbuhnya nilai-nilai keilmuan dan 
kemanusiaan.
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dan ibunda tercinta, yang dengan doa, cinta, dan ketulusan hati 
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telah menjadi sumber kekuatan sepanjang perjalanan penulisan 
buku ini;

11.	Suami tercinta dan tersayang, almarhum Drs. H. Agus 
Mukhtar Rosyidi, M.Ed., dan almarhum mertua Drs. H. Ahmad 
Mawardi Sutedjo, semoga Allah melapangkan kuburnya dan 
menempatkan ke dalam jannah an-na’īm, serta mertuanda Hj. 
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tercapainya keberhasilan ini;

12.	Putri-putri, menantu, dan cucunda:
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Athiyah, S.P., dan Himmatul ‘Ulya, S.Pd., yang telah 
memberikan semangat, dukungan, dan bantuan berharga;
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c.	 Cucunda tercinta dan tersayang, Gibran Narendra Kamil, 
Abrina Shanum, Abrisham Wafda Alhanan dan Fateema 
Azzahra, yang lucu-lucu dan menggemaskan, penuh 
keceriaan, yang menjadi pelipur lara dan penyemangat di 
setiap langkah. Semoga kalian menjadi insan yang pandai 
bersyukur, manfaat dan berkah hidupnya serta selamat fid 
dīni wad dunyā wal akhirah;

13.	Murid saya yang kini justru sudah menjadi doktor, yaitu Dr. Sri 
Widiastri, M.Pd. Beliau dengan sabar mengajari saya Mendeley, 
padahal biasanya guru yang mengajar murid, kali ini malah 
murid yang mengajari gurunya. Alhamdulillah, berkat bantuan 
beliau, saya bisa menyelesaikan buku ini. Semoga Allah selalu 
memberikan kesehatan, keberkahan hidup, dan semoga kelak 
kita berdua berada di surga-Nya;

14.	Para staf pascasarjana dan staf perpustakaan IIQ Jakarta 
yang telah membantu penulis dalam proses administrasi 
penyelesaian buku ini;
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dapat diselesaikan tepat di penghujung batas waktu yang telah 
ditentukan; dan

17.	Murid-murid penulis, yang telah menjadi sumber inspirasi dan 
penguat makna keilmuan dalam praktik nyata.

Pada akhirnya, penulis menyadari, buku ini masih jauh dari 
sempurna. Namun, penulis berharap karya ini dapat memberikan 
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jariah yang mendatangkan keberkahan dan semoga kelak Allah Swt. 
mengumpulkan kita semua di surga-Nya. 

Akhir kata, semoga Allah Swt. senantiasa memberikan 
keberkahan atas ilmu dan amal yang tulus. Āmīn yā Rabb al-‘Ālamīn.

				    Pamulang Barat, 13 Agustus 2025
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Transliterasi ini berpedoman pada penulisan di Institut Ilmu 
Al-Qur`an (IIQ) Jakarta pada tahun 2021. Transliterasi Arab-Latin 
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ب Ba B -

ت Ta T -

ث Ṡa Ṡ S (dengan titik di atas)

ج Jim J -

ح Ḥa Ḥa’ H (dengan titik di bawah)

خ Kha Kh -

د Dal D -

ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas)

ر Ra R -

ز Zai Z -

س Sin S -

ش Syin Sy -

ص Ṣad Ṣ S (dengan titik di bawah

ض Ḍad Ḍ D (dengan titik di bawah)

ط Ṭa Ṭ T (dengan titik di bawah)

ظ Ẓa Ẓ Z (dengan titik di bawah)

ع ‘Ain ‘ Koma terbalik ke atas

غ Gain G -

ف Fa F -

ق Qaf Q -

ك Kaf K -

ل Lam L -



x

م Mim M -

ن Nun N -

و Wau W -

ه Ha H -

ء Hamzah ’ Apostrof

ي Ya Y -

2.	 Konsonan Rangkap karena Tasydid Ditulis Rangkap

دةَ مُتعَدَِّ Ditulis Muta’addidah

عِدَّة Ditulis ‘Iddah

3.	 Tā’ Marbūtah di Akhir Kata

a.	 Bila dimatikan, ditulis h
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جِزْيةَ Ditulis Jizyah
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زكاة الفطر Ditulis Zakāt al-fitr
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BAB I 

PENDAHULUAN

A.	 Latar Belakang Masalah

Fenomena talak dan perceraian belakangan ini menjadi isu serius 
lintas agama, baik dalam Islam maupun Kristen. Peningkatan angka 
perceraian banyak dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman terhadap 
makna hakiki pernikahan, dan lemahnya ketahanan pasangan dalam 
menghadapi tantangan rumah tangga. Stefanus menemukan bahwa 
kesalahpahaman terhadap pernikahan menjadi pemicu konflik dalam 
rumah tangga.1 Sementara Hidayat menekankan pentingnya strategi 
preventif agar generasi mendatang dapat tumbuh dalam lingkungan 
keluarga yang harmonis dan stabil.2 Maka dibutuhkan upaya preventif 
agar generasi penerus dapat menikmati kehidupan yang harmonis 
dari keluarga.3 Retaknya mahligai rumah tangga tersebut disebabkan 
oleh banyak faktor, yang tentunya berkorelasi dengan resiliensi dari 
setiap pasangan tatkala menjalani kehidupan pernikahannya.

Menurut data resmi dari Kementerian Agama Republik 
Indonesia tahun 2023,4 angka perceraian mengalami penurunan 
sekitar 10,2% dibanding tahun-tahun sebelumnya yang terus 
meningkat secara signifikan, menurut data Badan Pusat Statistik 
(BPS) dan keterangan Kementerian Agama Republik Indonesia.5 
Kesimpulannya, secara umum, angka perceraian di Indonesia 
meningkat dari 2019–2022, dengan lonjakan signifikan pada tahun 

1	 Stefanus. “Makna Pernikahan dalam Perspektif Psikologi Kristen.” Jurnal 
Konseling Teologi, 7(1), 2019.

2	 Ahmad. Hidayat. “Upaya Preventif dalam Mengatasi Angka Perceraian di 
Indonesia.” Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam, 5(2), 2021, 45–56.

3	 Lili Hidayati. “Fenomena Tingginya Angka Perceraian di Indonesia Antara 
Pandemi dan Solusi.” Khuluqiyya, 3(1), 2021, 86.

4	 Kementerian Agama RI/Dirjen Bimas Islam. “Mengonfirmasi Penurunan Sekitar 
10,2% pada 2023 Menjadi 463.654 Kasus.” n.d.

5	 Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Good Stats. “493.002 Kasus Perceraian pada 
2019; 291.667 pada 2020; 447.743 pada 2021; 516.334 pada 2022; dan Penurunan 
Menjadi 463.654 pada 2023.” Jurnal UMJ, GoodStats Data, n.d.
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2022, sepanjang tahun ini tercatat lebih dari 516.344 kasus perceraian 
yang diputus di pengadilan agama se-Indonesia, mayoritas 
gugatan cerai datang dari pihak istri.6 Laporan Pusat Penelitian dan 
Pengembangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 
Nasional (BKKBN) menyebutkan bahwa lebih dari 20% pasangan 
yang bercerai menyebut masalah ekonomi sebagai penyebab utama 
perceraian.7 Data ini juga menunjukkan bahwa dominasi cerai gugat 
mencerminkan makin tingginya tekanan sosial terhadap perempuan 
dalam mempertahankan pernikahan—baik dalam bentuk komitmen 
pasangan, kekerasan dalam rumah tangga, maupun ketegangan 
ekonomi dan komunikasi.8

Pada tahun 2023 tercatat penurunan pertama setelah Covid-19, 
namun jumlah kasus masih tinggi dan memperlihatkan tren tetap 
waspada. Peningkatan ini menunjukkan adanya dinamika dalam 
struktur sosial masyarakat yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, 
seperti tekanan ekonomi, pergeseran nilai budaya, urbanisasi, serta 
perubahan pola pikir terhadap makna pernikahan.9 Hal ini menuntut 
perhatian serius dari berbagai pihak untuk memperkuat ketahanan 
keluarga di tengah perubahan zaman.

Fenomena tersebut mengindikasikan perlunya pendekatan 
yang komprehensif untuk memperkuat institusi keluarga. Octaviani 
menambahkan bahwa pernikahan usia dini juga menjadi salah satu 
penyebab dominan dalam tingginya angka perceraian di Indonesia.10 
Beberapa faktor yang diketahui berkontribusi terhadap meningkatnya 
angka perceraian di Indonesia antara lain adalah perubahan pola pikir 
masyarakat mengenai makna dan tujuan pernikahan, meningkatnya 
urbanisasi yang menyebabkan tekanan sosial-ekonomi, masalah 
finansial dalam rumah tangga, perbedaan budaya antarpasangan, 

6	 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Statistik 
Perkara Tahun 2022. Jakarta: Badilag MA, 2023, 4.

7	 BKKBN. Laporan Hasil Studi Perceraian di Indonesia Tahun 2021. Jakarta: 
Puslitbang BKKBN, 2021, 27.

8	 Mufid Arsyad & A Kumedi Ja’far. “Penyebab Kasus Cerai Gugat.” AL-
SULTHANIYAH, 14(2), 2025, 213–227.

9	 Kementerian Agama Republik Indonesia. “Laporan Statistik Perkara Peradilan 
Agama Tahun 2022." Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2023, n.d., 
pusatdata.badilag.net.

10	 Yuli. Octaviani. “Pernikahan Usia Dini sebagai Penyebab Perceraian di 
Indonesia.” Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK), 4(1), 2022, 15–25.
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serta konflik keluarga yang tidak terselesaikan.11 Faktor-faktor ini 
memperlihatkan bahwa perceraian tidak hanya disebabkan oleh 
alasan personal, tetapi juga oleh dinamika sosial yang kompleks dalam 
masyarakat modern. 

 Selain itu, peningkatan kesadaran dan aksesibilitas terhadap 
hukum pernikahan juga bisa menjadi faktor penyebab fenomena 
perceraian di Indonesia. Banyak pasangan yang memilih untuk 
mengakhiri pernikahan mereka melalui jalur hukum yang lebih mudah 
diakses. Di samping meningkatnya kesadaran hukum perempuan, 
serta kemudahan prosedur administratif pengajuan perceraian di 
pengadilan agama.12 Dalam menghadapi fenomena perceraian ini, 
pemerintah dan berbagai instansi terkait, seperti Kementerian Agama, 
telah melakukan upaya-upaya untuk memberikan bimbingan dan 
konseling perkawinan kepada pasangan agar dapat mengatasi konflik 
dan menjaga keutuhan keluarga.13 Perselingkuhan, konflik keluarga, 
dan masalah ekonomi merupakan penyebab umum perceraian. 
Studi Andria di Bandung menunjukkan bahwa perselingkuhan 
menjadi faktor utama yang mendorong perceraian, karena merusak 
kepercayaan dalam rumah tangga.14 Selain itu, perubahan sosial 
dan nilai-nilai budaya juga dapat memainkan peran penting dalam 
tingginya angka perceraian. Misalnya, adanya pergeseran nilai-nilai 
mengenai peran perempuan di masyarakat, akses yang lebih luas 
terhadap informasi, dan meningkatnya kesadaran akan hak-hak 
individu.

Hukum penjatuhan cerai talak di luar pengadilan dipahami 
oleh muslim Indonesia dihukumi sah. Fenomena yang terjadi adalah 
banyak masyarakat tidak memahami aturan hukum positif bahkan 
mereka memahami namun tidak menaati aturan tersebut. Demikian 

11	 Badan Pusat Statistik (BPS). “Statistik Indonesia 2023.” Jakarta, 2023, 151. 
Lihat" Lestari, Sri. “Perceraian di Indonesia: Faktor, Dampak, dan Strategi 
Penanganannya.” Jurnal Sosial Humaniora, 10(1), 2022, 24.

12	 Rini Oktavia. “Perempuan dan Perceraian: Studi terhadap Perempuan yang 
Mengajukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama.” Jurnal Gender dan Anak, 6(2), 
2022, 114.

13	 Kementerian Agama RI. Panduan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin. 
Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. 2020, 5.

14	 Andria Pragholapati. “Pengalaman Seseorang yang Bercerai karena 
Perselingkuhan di Kota Bandung: Fenomenologi.” Jurnal Surya Muda, 2(2), 
2020, 74.
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pandangan sejumlah mufasir menyandarkan talak 15 pada QS at-Talāq 
[65]: 1.16

 َ ّٰ
وا الل

ُ
ةَۚ وَاتَّق عِدَّ

ْ
حْصُوا ال

َ
تِهِنَّ وَا وْهُنَّ لِعِدَّ

ُ
ق ِ

ّ
طَل

َ
سَاءَۤ ف ِ

ّ
تُمُ الن

ْ
ق

َّ
بِيُّ اِذَا طَل هَا النَّ يُّ

َ
ا يٰٓ

كَ 
ْ
نَةٍۗ وَتِل بَيِّ

احِشَةٍ مُّ
َ
تِيْنَ بِف

ْ
أ  يَّ

ْ
ن

َ
آ ا

َّ
رُجْنَ اِل خْ

َ
ا ي

َ
رِجُوْهُنَّ مِنْۢ بُيُوْتِهِنَّ وَل خْ

ُ
ا ت

َ
مْۚ ل

ُ
رَبَّك

حْدِثُ 
ُ

َ ي ّٰ
 الل

َّ
عَل

َ
ا تَدْرِيْ ل

َ
سَهٗۗ  ل

ْ
مَ نَف

َ
دْ ظَل

َ
ق

َ
ِ ف

ّٰ
تَعَدَّ حُدُوْدَ الل ۗ وَمَنْ يَّ ِ

ّٰ
حُدُوْدُ الل

مْرًا 
َ
بَعْدَ ذٰلِكَ ا

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah 
kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 
‘iddah-nya (yang wajar), dan hitunglah waktu ‘iddah itu, serta 
bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan 
mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika 
mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum 
Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah 
berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh 
jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.” 

Di samping pemahaman talak itu mutlak milik suami, atas dasar 
hadis riwayat imam Ibn Majah dan ad-Dāruquṭni, dari Ibn ‘Abbas.

اقِ. )رواه ابن ماجه في »سننه«   بِالسَّ
َ

خَذ
َ
اقُ لِمَنْ أ

َ
ل : الطَّ

َ
ال

َ
اسٍ ق عَنْ ابْنِ عَبَّ

والدارقطني في »سننه«(17

15	 Talak menurut Al-Zuḥailī adalah melepaskan ikatan pernikahan dengan 
menggunakan lafaz talak atau semacamnya. Hukum penjatuhan talak adalah 
sesuatu yang boleh dan legal dalam Islam, dengan ketentuan harus menjunjung 
tinggi dan mematuhi ketentuan-ketentuan, aturan-aturan, etika, dan norma-
norma syara’. Dengan demikian, Wahbah berpendapat bahwa penjatuhan talak 
meskipun dilakukan di luar pengadilan sah, boleh, dan legal selama menjunjung 
tinggi norma dan etika. Lihat: Az-Zuḥailī, Wahbah. Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah 
wa al-Syarī‘ah wa al-Manhaj. Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu‘āṣir, 2005, Jilid 1, 
481–483. Sedangkan Sābiq menyatakan unsur talak terjadi apabila melepaskan 
akad nikah dan mengakhiri hubungan badan Lihat: Sayyid, Sābiq. Fiqh Sunnah. 
Bairūt: Dār al-Fikr, 2008, Jilid 2, 206.

16	 As-Ṣābūnī berpendapat bahwa tidak ada ketentuan menjatuhkan talak di depan 
pengadilan namun yang ditetapkan dalam surah at-Talaq adalah istri harus 
suci sebab dalam asbabunnuzul disebutkan Nabi Muhammad saw. marah 
ketika anaknya Umar menceraikan istrinya dalam keadaan haid kemudian 
memerintahkan untuk ruju’ kembali. Muḥammad ’Alī As-Ṣābūnī, Shafwatut 
Tafasir Tafsir-Tafsir Pilihan (editor: Ganna Pryadharizal Anaedi, penerjemah: 
Yasin). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011, Jilid 1, 494.

17	 Muḥammad ibn Yazīd Ibn Mājah. Sunan Ibn Mājah, Muḥammad F. Kairo: Dār 
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“Dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata: ‘talak itu hak bagi orang yang 
memegang betis (yaitu suami),’” (HR Ibnu Mājah dalam Sunan Ibn 
Mājah dan ad-Dāruquṭnī dalam Sunan ad-Dāruquṭnī).

Hadis tersebut menjelaskan bahwa hak untuk menjatuhkan talak 
sesungguhnya hanya dimiliki oleh individu yang memiliki hak untuk 
menjalani hubungan seksual. Pernyataan ini menegaskan bahwa 
keputusan untuk memberikan talak tidak dapat dilakukan secara 
sembarangan, melainkan harus berasal dari pihak yang memiliki 
hak dalam aspek keintiman tersebut. Prinsip ini menggarisbawahi 
pentingnya kewenangan dan tanggung jawab dalam pengambilan 
keputusan perceraian, menghubungkan proses talak dengan dimensi 
kehidupan seksual, dan menekankan pada pentingnya kedewasaan 
dan pertanggungjawaban dalam tindakan tersebut.18 Kalangan 
konservatif tradisional memahami ayat-ayat talak dan teks hadis 
secara tekstual, dan tradisional. Sehingga mereka yang menjatuhkan 
talak di mana pun dan kapan pun sah menurut fikih. Sementara 
menurut hukum positif Indonesia perceraian tersebut tidak sah dan 
perkawinannya belum dianggap putus. 

Muhsin dalam artikelnya, mengatakan secara hukum, suami 
yang mengucapkan kata cerai kepada istrinya secara ṣariḥ (terang-
terangan) ataupun dengan kata yang mengandung makna kināyah 
(cerai secara tersirat) merupakan penentu terjadinya perceraian di 
antara keduanya.19 Tetapi, mereka tidak menyadari bahwa kata cerai 
yang diucapkan tersebut dapat berdampak pada kewajiban suami 
bertanggung jawab untuk tetap menanggung nafkah istri dan anak, 
serta kebutuhan hidup lainnya selama masa ‘iddah. Selain itu, kata 
cerai yang diucapkan tanpa ada proses tindak lanjut di pengadilan 

Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, n.d., Jilid 1, 650, nomor hadis 2071, Kitāb al-Ṭalāq, 
Bab Mā jā’a fī Ṭalāq al-Mar’ah. Hadis ini berstatus mauqūf (perkataan sahabat, 
bukan marfū‘/sabda langsung Nabi), namun dijadikan hujah oleh sebagian 
besar ulama karena maknanya selaras dengan ketentuan syariat. Ungkapan 
“li man akhadza bis-sāq” adalah idiom dalam bahasa Arab klasik yang berarti 
“bagi suami” atau “orang yang menjadi pemilik hak perkawinan”. Dalam fikih 
Islam, hadis ini dijadikan dalil oleh jumhur ulama bahwa hak menjatuhkan 
talak berada di tangan suami, bukan istri, kecuali dalam kondisi tertentu seperti 
khulu‘ atau perjanjian khusus (ta‘liq). Lihat pula: 'Alī ibn 'Umar al Dāraquṭnī. 
Sunan al Dāraquṭnī. Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, 1432 H/2011 M, Jilid 4, 23.

18	 Faishal bin Abdul Aziz Mubarak. Ringkasan Nailul Authar. N.d,, 553.
19	 M Muhsin & Soleh Hasan Wahid. “Talak di Luar Pengadilan Perspektif Fikih dan 

Hukum Positif.” Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies, 3(1), 2021, 67.
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dapat berimplikasi pada tidak adanya akta cerai bagi keduanya yang 
sangat berguna bagi mereka sebagai bukti legal saat hendak menikah 
lagi. Kemudian perceraian yang tidak diproses melalui pengadilan 
juga dapat menimbulkan problem psikologis bagi anak, status 
perwalian, hak asuh, dan nafkah.20 Oleh karena itu, pencatatan 
perceraian di pengadilan agama menjadi sangat penting karena 
konsekuensi dari perceraian menjadi jelas bagi pasangan suami istri 
yang bercerai tentang hak dan kewajibannya. 

Selanjutnya terkait dengan kasus perceraian yang diproses dan 
memperoleh keabsahan di pengadilan, syariat Islam melalui prinsip 
maqāṣid al-syarī›ah berupaya mewujudkan maṣlahah ḍaruriyah 
(kebaikan yang mendesak), yaitu untuk melindungi harkat dan 
martabat keturunan (hifẓ an-nasl), karena setidaknya status, hak asuh, 
dan nafkah anak menjadi jelas dan terjamin.21 Kemudian bagi suami 
dan istri yang telah bercerai juga memiliki legalitas, bukti yang resmi, 
serta kepastian hukum saat mereka hendak menikah lagi. Manfaat 
lain dari pendaftaran kasus di pengadilan agama sebagai lembaga 
yang berwenang adalah untuk meminimalkan terjadinya perceraian 
secara sewenang-wenang.22 Tetapi secara realitas di masyarakat 
masih ada yang menceraikan istrinya kapan saja sesuka hatinya 
tanpa mempertimbangkan waktu dan tempat, dan dengan alasan 
prosesnya lama, dan membutuhkan biaya yang besar, akhirnya tidak 
mendaftarkan proses perceraiannya di pengadilan agama. 

Suami tidak mutlak memiliki hak talak, namun pengadilan 
turut berperan karena ketika seorang wanita ingin mengajukan 
khulu’ maka harus ke pengadilan agama.23 Pada saat suami 
menjatuhkan talak kepada istrinya, belum dinyatakan sah menurut 
hukum Indonesia, karena belum diajukan ke pengadilan agama. 

20	 Muhammad Akram, Muh Idris, & Finsa Adhi Pratama. “Dampak Perceraian di 
Luar Pengadilan terhadap Anak Perspektif Hifz Al-Nasl (Suatu Penelitian di Kota 
Kendari).” Alogara Famili Law Review, 2(2), 2022, 121–137.

21	 Akram, Idris, & Pratama. “Dampak Perceraian di Luar Pengadilan terhadap Anak 
Perspektif Hifz Al-Nasl (Suatu Penelitian di Kota Kendari).” N.d., 121.

22	 Musda Asmara & Reti Andira. “Urgensi Talak di Depan Sidang Pengadilan 
Perspektif Maslahah Mursalah.” Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, 3(2), 2018, 
207.

23	 Nur Mujib. “Ketika Suami Mengucapkan Talak di Luar Pengadilan.” Online: 
https://www.pa-atambua.go.id)212, 2018, n.d., diakses tanggal 18 November 
2022.
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Tetapi Imam Nawawi (631-676 H/1233-1277 M)24 dari mazhab 
Syafi’i dalam Syarḥ al-Muhażżab mengatakan talak ṣarīḥ jatuh 
tanpa perlu niat, dan tidak disyaratkan harus di hadapan hakim.25 
Hal serupa dijelaskan pula dalam Al-Hidāyah, talak dengan lafaz 
ṣarīḥ dari suami yang sadar dan tidak dipaksa, tetap sah meski tanpa 
kehadiran hakim.26 Penelitian Khoiri dalam jurnal Qiyas, asalkan 
syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan fikih, maka ucapan 
talak cerai suami di mana pun dan kapan pun, hukumnya jatuh talak 
dan sah. 27 Namun demikian, para ulama kontemporer menekankan 
pentingnya proses hukum melalui pengadilan demi kepastian 
hukum, keadilan, dan perlindungan hak-hak perempuan, terutama 
dalam konteks negara modern seperti Indonesia yang menetapkan 
prosedur hukum untuk perceraian melalui lembaga peradilan. 

Memang dalam pandangan fikih konservatif, jumhur ulama 
berpendapat bahwa tanpa ada saksi perceraian dianggap sah karena 
laki-laki memiliki hak mutlak terhadap perceraian.28 Berbeda yang 
disampaikan oleh Trigiyatno menyatakan bahwa jatuhnya talak 
dengan hukum persaksian akan membuat masyarakat kesulitan, 
namun justru ini menjadi rujukan negara dalam menetapkan 
undang-undang di mana talak harus disaksikan sekurangnya 
dua orang saksi.29 Sedang M. Quraish Shihab (l. 1944 M)30 dalam 
karyanya tafsir al-Misbah, berpendapat perintah menghadirkan 
dua saksi adil saat talak, guna menjaga tertib hukum dan mencegah 
penyalahgunaan talak secara sembarangan. Kehadiran saksi bukan 
hanya formalitas, tetapi juga bentuk perlindungan bagi perempuan 

24	 Tājuddīn Abū Naṣr Aḥmad ibn 'Alī al-Subkī. Ṭabaqāt Al-Shāfi'iyyah Al-Kubrā. 
Beirūt: Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, 1964, Jilid 6, 399.

25	 Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Al-Majmū‘ Syarḥ Al-Muhażżab. Beirūt: Dār al-
Fikr, 1997, Jilid 17, 7.

26	 Burhanuddin Al-Marginani. Al-Hidāyah Fī Syarḥ Bidāyah Al-Mubtadi’. Beirūt: 
Dār al-Ma‘rifah, n.d., Jilid 2, 349.

27	 Khoiri. “Status Talak (Telaah Hukum Islam dan Hukum Nasional).” Qiyas, 7(1), 
2022, 107–12, http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/
view/1126.

28	 Sayyid Sābiq. Fiqh al-Sunnah, Jilid 2. Beirut: Dār al-Fikr, 2008, 48.
29	 Ali Trigiyatno. “Persaksian Talak: Perspektif Ulama Sunni dan Syi’ah Imamiyah.” 

Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 14(2), 2020, 267–280. 
30	 Nur Kholis Setiawan. “Pemikiran Tafsir Kontemporer di Indonesia: Studi atas 

Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab.” Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an dan 
Hadis, 13(1), 2012, 1–22.
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dan kontrol sosial dalam masyarakat. Talak harus dilakukan secara 
terbuka dan bertanggung jawab.31 

Faḥruddin ar-Rāzī (543-606 H/1149-1210 M)32 dalam tafsir 
Mafātīḥ al-Ghayb, berpendapat perintah menghadirkan dua 
saksi dalam talak bertujuan menjaga keadilan dan mencegah 
penyalahgunaan talak secara sepihak. Kesaksian ini dianggap 
penting sebagai bentuk dokumentasi sosial dan perlindungan hak 
perempuan.33 Dengan demikian, tujuan disyariatkannya ayat 2 surah 
at-Talaq adalah untuk mengantisipasi atau meminimalkan terjadinya 
talak di masyarakat Indonesia. Maka proses jatuhnya talak setidaknya 
dilaksanakan di dalam persidangan berdasarkan ketentuan yang 
tertera pada kompilasi hukum perkawinan. 34 

Penjatuhan talak menurut Pasal 115 Kompilasi Hukum 
Islam (KHI) harus melalui sidang di pengadilan agama sebagai 
bentuk maṣlahah mursalah, demi menjamin kejelasan hukum 
dan perlindungan hak-hak, khususnya bagi perempuan.35 Maka 
sebaiknya dilakukan di dalam persidangan, ungkap Asmara dalam 
artikel jurnalnya.36 Pandangan Imam al-Māwardī (364-450 H/974-
1058 M)37 dalam al-Hawi al-Kabir, perceraian yang sah secara 
hukum memberikan kepastian bagi suami dan istri dalam hal status 
pernikahan, terutama saat hendak menikah kembali. Proses hukum 
ini menetapkan hak dan kewajiban masing-masing, termasuk nafkah 
anak, nafkah ‘iddah, serta hak mantan istri atas harta bersama (gana-
gini).38 Dengan demikian, perceraian yang sah secara hukum memberi 
kejelasan status bagi suami dan istri, khususnya jika salah satu pihak 
ingin menikah kembali. Kepastian hukum ini juga menetapkan hak-

31	 M. Quraish Shihab. Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an. 
Ciputat: Lentera Hati, 2000, Jilid 14, 594-595.

32	 Khayr al-Dīn al-Ziriklī. Al-A'lām. Beirūt: Dār al-'Ilm li al-Malāyīn, 2002, Jilid 6, 18.
33	 Faḥruddin ar-Rāzī. Mafātīḥ Al-Ghayb (Tafsīr Al-Kabīr). Beirūt: Dār Iḥyā’ al-

Turāth al-‘Arabī, n.d., Jilid 29, 201.
34	 Amir Syarifuddin. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh 

Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana, 2006, 263.
35	 “Kompilasi Hukum Islam, Pasal 115, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.” 
36	 Asmara & Andira. “Urgensi Talak di Depan Sidang Pengadilan Perspektif 

Maslahah Mursalah.”..., 207.
37	 Al-Māwardī. Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah Wa Al-Wilāyāt Al-Dīniyyah. Beirut: Dār 

al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996, 9.
38	 Al-Mawardi. Al-Hawi Al-Kabir. Beirut: Dār al-Fikr al-Mu‘āṣir: Dar al-Kutub al-

‘Ilmiyyah, 1994, Jilid 9, 401.
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hak seperti nafkah anak, nafkah ‘iddah, dan pembagian harta gana-
gini, sehingga melindungi kedua belah pihak secara adil.

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa pelaksanaan cerai 
melalui proses hukum memberi kekuatan legal dan perlindungan 
hukum bagi masing-masing pihak.39 Maka kedua pihak suami dan istri 
memperoleh kepastian hukum mengenai status, hak, dan kewajiban 
pascaperceraian, seperti akta cerai, hak nafkah anak, pendidikan, 
dan hak mantan istri atas harta bersama. Hal ini menghindari konflik 
hukum dan sosial di masa depan. 

Al-Suyūṭī (849–911 H/1445–1505 M) menegaskan kewajiban 
menghadirkan saksi dalam proses talak dengan merujuk kepada QS 
at-Talāq [65]: 2.

مْۗ ....
ُ
نْك شْهِدُوْا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّ

َ
ا ... وَّ

“… persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan 
hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah….”

Menurut Al-Suyūṭī (849–911 H/1445–1505 M), ayat tersebut 
merupakan perintah yang menunjukkan kewajiban syar‘i.40 
Pandangan ini juga disetujui oleh Sayyid Sābiq (w. 2000 M) dalam 
Fiqh al-Sunnah, yang menyatakan bahwa menghadirkan saksi saat 
perceraian penting untuk menjamin keabsahan proses talak, serta 
mencegah manipulasi dan pertikaian di kemudian hari.41 Beberapa 
tokoh seperti 'Alī bin Abī Ṭālib (23 SH-40 H/600 M-661 M), Al-
Ṭabarānī (260-360 H/873-971 M), Ibn Kasīr (705-774 H/1300-1374 
M), al-Suyūṭī (849–911 H/1445–1505 M), serta sebagian ulama 
tabi‘in menafsirkan ayat tersebut dengan mewajibkan kehadiran 
saksi dalam peristiwa talak, rujuk, dan pernikahan, berbeda dari 
pendapat jumhur ulama yang tidak mensyaratkan saksi sebagai 
unsur keabsahan talak. Menurut pandangan mereka, ayat tersebut 
adalah bentuk amr (perintah) yang menunjukkan kewajiban, bukan 
sekadar anjuran. Oleh karena itu, pelaksanaan talak tanpa saksi 
dianggap tidak sah.42 

39	 M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, 
Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2016, 345.

40	 Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī. Al-Durr Al-Mantsūr fī Tafsīr bi Al-Ma'thūr. Beirut: Dār al-
Fikr, 1993, Jilid 8, 143.

41	 Sayyid, Sābiq. Fiqh Sunnah. Bairūt: Dār al-Fikr, 2008, Jilid 2, 275.
42	 at-Ṭabarānī. Al-Mu'jam Al-Kabīr. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1983, 

Jilid, 89. Al-Ṭabarānī meriwayatkan bahwa 'Alī bin Abī Ṭālib mengatakan, “talak 
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Perdebatan terkait persaksian talak juga menjadi perhatian Al-
Jazā’irī (1339-1439 H/1921-2018 M), beliau mengatakan saksi pada 
talak adalah sunah/mandūb; karenanya bukan rukun dan juga bukan 
syarat sah. Ayat yang langsung berbicara soal saksi dalam konteks 
talak sebagai berikut. 

بُهٗۗ .... 
ْ
ل
َ
ثِمٌ ق

ٰ
اِنَّهٗٓ ا

َ
تُمْهَا ف

ْ
ك هَادَةَۗ وَمَنْ يَّ تُمُوا الشَّ

ْ
ا تَك

َ
... وَل

“... Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang 
menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa...” (QS al-
Baqarah [2]: 283). 43

.... ۗ ِ
ّٰ
هَادَةَ لِ قِيْمُوا الشَّ

َ
مْ وَا

ُ
نْك شْهِدُوْا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّ

َ
ا ... وَّ

“… Persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan 
hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah…” (QS at-Talaq 
[65]: 2).44

Dalam penelitian Faisal Yahya, disebutkan bahwa di Aceh 
terdapat sumpah yang harus diucapkan oleh para saksi. Meskipun ada 
hakim yang menerima saksi tanpa persaksian, hal ini karena sumpah 
dianggap sebagai suatu pernyataan yang khidmat yang diucapkan 
saat saksi memberi keterangan. Hal ini disebabkan oleh ancaman 
hukuman dari Allah Swt. bagi mereka yang memberikan keterangan 
yang tidak benar.45 Dengan demikian, baik saksi dalam talak maupun 
dalam transaksi lainnya sebab saksi harus disumpah dan harus 
dilakukan oleh dua orang saksi laki-laki, karena sudah menjadi 
ketentuan. Sehingga saksi harus disumpah jika tidak disumpah maka 
kesaksiannya batal.46 Ketentuan talak yang terdapat dalam undang-
udang tersebut menjadi kontroversi di kalangan ahli fikih klasik.

dan rujuk tidak sah kecuali dengan saksi.
	 Ibn Kaṡīr dalam tafsirnya menafsirkan QS at-Talāq [65]: 2 sebagai kewajiban 

untuk menghadirkan saksi. Lihat: Ibn Kaṡīr. Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm. Beirut: 
Dār al-Fikr, 1999, Jilid 4, 391.

43	 Abū Bakr Al-Jazā’irī. Aysar Al-Tafāsīr,'ar–Tafsīr Li Sūrah at-Ṭalāq [65]:2, 5. Kairo: 
Dār al-Muwāfiq, n.d.), 374.

44	 Soraya Devy & Luthfia Mawaddah. “Kesaksian dalam Talak menurut Abu Bakar 
Jabir Al-Jazairi,” El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga, 1(1), 2019, 57.

45	 Wani Maulida Alsa Faisal Yahya. “Penerimaan Kesaksian Tanpa Sumpah dalam 
Perkara Cerai Talak (Analisis Putusan Hakim Tingkat Banding Nomor 45 / Pdt. G 
/ 2017 / MS. Aceh) Faisal Yahya Wani Maulida Alsa Fakultas Syariah dan Hukum 
UIN Ar-Raniry.” Media Syari’ah, 20(2), 2018, 242.

46	 Asmara & Andira. “Urgensi Talak di Depan Sidang Pengadilan Perspektif 
Maslahah Mursalah.” ..., 208.
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